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BAB I  

 

PENDAHULUAN 
 

  

  

1.1 Latar Belakang  

 

Pembangunan nasional adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan 

berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik dalam 

aspek material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan 

perhatian yang serius terhadap masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu 

langkah untuk mencapai kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan 

pembangunan adalah dengan menggali sumber dan dari dalam negeri melalui pajak. 

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi 

kepentingan bersama (Waluyo dan Wirawan dalam Monika 2021:1). Menurut 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan  yang bersifat memaksa  berdasarkan (UU), 

dengan tidak mendapatkan imbalan   secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sumber penerimaan negara dari  sektor  perpajakan merupakan sumber  

penerimaan yang berperan lebih besar bagi kelangsungan negara, pajak 

menyumbang hingga hampir 70% dari seluruh penerimaan. Dilansir dari website 

databoks.katadata.co.id, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (Annur, 2023) 

melaporkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,4 triliun sepanjang 

2022 Angka ini mencapai 115,9% dari target yang ditetapkan Perpres 98/2022, 

yakni Rp2.266,2 triliun Realisasi pendapatan negara pada 2022 meningkat 30,6% 

dibanding tahun sebelumnya (year-on-year) Pada 2021 realisasi pendapatan negara 

besarnya Rp2.011,3 triliun Mayoritas pendapatan negara pada 2022 berasal dari 

penerimaan pajak, yakni Rp1.716,8 triliun (65,37%). Nilainya meningkat 34,3% 

dibanding 2021. Kemudian realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 

mencapai Rp588,30 triliun (22,4%), naik 28,3% dibanding tahun sebelumnya. 
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Realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp317,8 triliun (12,1%), meningkat juga 

18%. Namun, dana hibah yang diperoleh pemerintah Rp3,50 triliun, turun 29,3% 

dibanding 2021 yang besarnya Rp50triliun. Dilansir dari website swa.co.id 

(Audrey, 2023) menjabarkan sumber penerimaan negara dari perpajakan dapat 

menyumbang lebih dari 65,37% dari total pendapatan negara yang akan 

dialokasikan secara langsung untuk pembangunan negara. Menteri Keuangan Sri 

Mulyani menjabarkan bahwa realisasi penerimaan pajak khususnya didorong oleh 

Pajak Penghasilan (PPh) non migas yang mencapai Rp920,4 triliun sepanjang 2022. 

Angka tersebut setara dengan 122,9 persen dari target yang ditetapkan. Kemudian, 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp687,6 triliun atau 107,6 

persen dari target, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp31 

triliun atau setara 95,9 persen dari target, serta Pajak Penghasilan (PPh) migas 

sebesar Rp77,8 triliun atau setara 120,4 persen dari target. Pajak Pertambahan Nilai 

mempunyai peranan penting karena merupakan salah satu pajak tidak langsung 

yang menyumbang pendapatan negara paling banyak yaitu sebesar Rp.687,6 triliun 

pada tahun 2022 dibandingkan dengan pajakitidakilangsung lainnya seperti pajak 

bea dan cukai yang hanya memperoleh Rp 317,8 triliun selama tahun 2022. 

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung 

yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang 

maupun konsumsi jasa. Dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdapat 

tiga elemen yaitu penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul pajak, 

yang memiliki peran yang berbeda. Kondisi ini menyebabkan konsekuensi hukum 

bahwa pemikul beban pajak dan penanggung jawab pembayaran pajak kepada Kas 

Negara berada pada pihak yang terpisah. Secara konkret, pemikul beban pajak ini 

berperan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima jasa kena Pajak, 

sementara penanggung jawab pembayaran pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha 

Kena Pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Pengusaha Kena Pajak atau 

Wajib Pajak dilakukan melalui sistem "self-assessment" yaitu pemerintah 

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, menyetorkan ke Bank persepsi ,dan 
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kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat 

Pemberitahuan (SPT). 

PT Hutama Karya (Persero) termasuk dalam kategori pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) seperti halnya Bendahara Pemerintah, Kontraktor 

Kontrak Kerja Sama (KKKS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan 

usaha lainnya. Hal ini karena PT Hutama Karya (Persero) adalah sebuah perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa konstruksi. 

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), istilah yang digunakan untuk 

pemungut pajak adalah Wajib Pungut (Wapu). Wapu merujuk pada pembeli atau 

penerima barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) yang bertanggung jawab untuk 

memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Status Wajib Pungut (Wapu) yang 

melekat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berubah jika terjadi 

perubahan kepemilikan yang menyebabkan kepemilikan pemerintah di bawah 51%. 

Dalam situasi tersebut, badan usaha tersebut tidak lagi dianggap sebagai BUMN 

dan oleh karena itu, status Wajib Pungutnya akan berubah atau hilang.Oleh karena 

itu, sebagai konsumen yang berstatus Wajib Pungut (Wapu) justru tidak dipungut 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 

menyerahkan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP), melainkan justru memungut 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Perbedaan mekanisme terlihat pada pihak yang bertanggung jawab untuk 

memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika terjadi transaksi 

penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

kepada Instansi yang memiliki status Wajib Pungut (Wapu), maka Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) akan dipungut oleh Instansi yang berstatus Wajib Pungut 

(Wapu) dan tidak lagi dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. Setelah 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh Instansi yang berstatus Wajib Pungut 

(Wapu), maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual tidak dapat lagi menerbitkan 

faktur pajak untuk transaksi tersebut karena kewajiban pemungutan pajak telah 

berpindah tanggung jawab kepada instansi yang memiliki status Wajib Pungut 

(Wapu). PT Hutama Karya (Persero) termasuk Wajib Pungut (Wapu), artinya Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
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terkait Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena 

Pajak (PKP), wajib pungut oleh PT Hutama Karya (Persero) selaku pembeli hal ini 

diatur berdasarkan dasar hukum bahwa penunjukan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) sebagai Wajib Pungut (Wapu) pada PMK Nomor 8/PMK.03/2021. 

Dari pengetahuan hal mendasar tersebut atas pentingnya pemenuhan 

kewajiban perpajakan yang meliputi pemungutan, penyetoran dan pelaporan, 

penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang proses 

pengelolaan pajak pertambahan nilai yang berjudul “Prosedur Pengelolaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut Pada PT.Hutama.Karya.(Persero)” 

pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Konstruksi PT Hutama 

Karya (Persero) dalam bentuk laporan tugas akhir. 

 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 

Berdasarkan penjelasan dan informasi yang telah diuraikan dalam latar 

belakang, penulis bertujuan untuk merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses alur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh instansi wajib pungut PT 

Hutama Karya (Persero)? 

b. Apa saja hambatan yang dihadapi dan solusi dari proses pemungutan, 

penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh instansi 

wajib pungut PT Hutama Karya (Persero)? 

 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

 

Penulis memiliki tujuan kegiatan dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut: 

a. Menjelaskan Proses alur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) oleh instansi wajib pungut PT Hutama Karya 

(Persero). 

b. Menjelaskan Beberapa kendala yang dihadapi dan solusi dalam proses 

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

oleh instansi wajib pungut PT Hutama Karya (Persero). 
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1.4 Manfaat Penulisan 

 

Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari Laporan Tugas Akhir 

ini: 

a. Sebagai sarana untuk melihat penerapan teori dari mata kuliah yang telah 

dipelajari, terutama dalam bidang perpajakan, akuntansi, dan keuangan. 

Fokus utama penelitian ini adalah pada prosedur pemungutan, penyetoran, 

dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT Hutama Karya 

(Persero). 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi PT Hutama Karya (Persero) dalam menentukan 

dan mengimplementasikan prosedur pemungutan, penyetoran, dan 

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selanjutnya, laporan ini akan 

memberikan saran-saran untuk meningkatkan prosedur pemungutan, 

penyetoran, dan pelaporan PPN di masa yang akan datang. 

c. Sebagai sarana bagi Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), khususnya jurusan 

Administrasi Niaga, untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa 

mengenai teori yang telah diajarkan. Selain itu, diharapkan laporan ini akan 

memberikan masukan berharga dalam menyusun kurikulum yang lebih 

relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, laporan ini akan menjadi 

tambahan referensi di perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta dan dapat 

menjadi bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian berikutnya. 

 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini, antara lain observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Berikut 

adalah rincian penggunaan masing-masing metode: 

a. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat proses pemungutan, 

penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT Hutama 

Karya (Persero) secara langsung. Adapun data Observasi dilihat pada 

lampiran 1. 
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b. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai pada PT Hutama 

Karya (Persero) tentang sistem dan prosedur pengelolaan pajak 

pertambahan nilai. Daftar pertanyaan wawancara dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

c. Dokumentasi 

Sebagai bahan pelengkap hasil observasi dan wawancara, penulis mencatat 

dan memperoleh salinan dokumentasi dalam bidang perpajakan untuk 

melengkapi data yang diperoleh. 

d. Studi Pustaka 

Penulis mengumpulkan sumber dari buku, jurnal, dan sumber-sumber 

lainnya yang berkaitan dengan tema laporan tugas akhir untuk dijadikan 

sebagai referensi dalam penulisan laporan. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas Prosedur Pemungutan, 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut pada PT Hutama 

Karya (Persero) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. PT Hutama Karya (Persero) telah tertib dalam menerapkan proses 

pemungutan dari menerima dokumen penagihan sampai dengan menerima 

hasil evaluasi Faktur Pajak Prepopulated, proses penyetoran dari menyusun 

anggaran PPN Masukan sampai dengan penyampaian SSP PPN Masukan 

kepada vendor dan proses pelaporan dari pembuatan SPT sampai dengan 

Rekonsiliasi PPN Masukan 

b. Dalam melakukan proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN 

Masukan di PT Hutama Karya (Persero) terdapat beberapa kendala yaitu 

masalah pada faktur prepopulated yang harus berhubungan dengan vendor 

terkait terkadang mengalami keadaan yang mengakibatkan terhambat proses 

pengkreditan faktur prepopulated, masalah pada sistem pembayaran yang 

terkadang error pada sistemnya dan masalah pada pengarsipan yang 

mengakibatkan terhambatnya proses penemuan kembali arsip. 

c. Dalam menangani kendala yang terjadi PT Hutama Karya (Persero) berusaha 

maksimal untuk meminimalisir keterhambatan pekerjaan. PT Hutama Karya 

memberikan solusi terhadap masalah Faktur Prepopulated pada vendor 

dengan cara selalu membuat jadwal follow up berkala kepada vendor agar 

tidak terlambat dalam pengkreditan Faktur Prepopulated, lalu solusi untuk 

menangani sistem bank yang error pada proses pembayaran sebaiknya 

membayar sebelum tanggal 15 dan untuk masalah pengarsipan dilakukan 
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solusi dengan cara membuat back up dokumen yang akan diarsip dan selalu 

melakukan pengecekan rutin pada dokumen arsip. 

 

 

5.2 Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk PT Hutama Karya 

(Persero) dalam proses pemungutan PPN Masukan sebagai berikut: 

a. Pada proses penarikan faktur prepopulated seharusnya dilakukan setiap hari, 

sehingga dalam melakukan penanganan menjadi efisien dibandingkan 

dengan melakukan penarikan faktur prepopulated hanya pada waktu tertentu 

menyebabkan tenggat waktu penanganan menjadi singkat.  

b. Saran berikutnya yang dapat diberikan oleh penulis untuk PT Hutama Karya 

(Persero) untuk proses pengarsipan sebaiknya menggunakan aplikasi 

pengarsipan elektronik agar lebih terintegrasi pada proses backup file yang 

akan diarsip. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1 

Data Observasi Pada PT Hutama Karya (Persero) 

Kegiatan Observasi Keterangan 

Mengidentifiaksi transaksi perpajakan √ 

Mengamati proses validasi tagihan √ 

Mengamati proses pembukuan Faktur Pajak Masukan √ 

Mengamati proses pengarsipan √ 

Mengamati proses Rekonsiliasi - 

Mengamati proses pengolahan data faktur prepopulated √ 

Mengamati penyusunan anggaran Pajak Masukan - 

Mengamati proses pembayaran Pajak Masukan - 

Mengamati proses pembukuan kedua setelah pembayaran √ 

Mengamati Pembuatan SPT WAPU √ 

Mengamati proses lapor SPT ke KPP - 

Mengamati proses Rekonsiliasi akhir - 

 

Keterangan: 

(√)  = Sudah diobservasi 

(-)  = Belum diobservasi 
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Lampiran 2 

Daftar Wawancara 

 

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya PT Hutama Karya (Persero)? 

2. Bagaimanakah struktur organisasi dari Kantor Pusat PT Hutama Karya 

(Persero)? 

3. Bagaimanakah struktur organisasi dari Divisi Akuntansi dan Keuangan PT 

Hutama Karya (Persero? 

4. Apa saja job description dari Divisi Akuntansi dan Keuangan dan bagian-

bagiannya? 

5. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh bagian Pajak Kantor Pusat PT 

Hutama Karya (Persero)? 

6. Bagaimana proses pemungutan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai di 

PT Hutama Karya (Persero)? 

7. Bagaimana proses penyetoran Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai di 

PT Hutama Karya (Persero? 

8. Bagaimana proses pelaporan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai di PT 

Hutama Karya (Persero)? 

9. Apa saja kendala yang sering dihadapi oleh bagian pajak kantor pusat dalam 

menjalankan proses pengelolaan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai 

dan apa saja solusinya? 
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Lampiran 3 

Dokumen Tagihan 
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Lampiran 4 

Berita Acara Pembayaran 
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Lampiran 5a 

SSP (Surat Setoran Pajak) 
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Lampiran 5b 

BPN (Bukti Penerimaan Negara) 
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Lampiran 6 

SPT WAPU (Surat Pemberitahuan Wajib Pungut) 

 


